
 

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG 

PROVINSI LAMPUNG 

 
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG 

NOMOR 30 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG, 
 

 

Menimbang 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Mengingat 

: 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

: 

a. 
 

 

 
 

 

 

 
b. 

 

 
 

1. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

2. 
 

 

 
 

 

 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem 

Akuntansi Pemerintah Daerah; ; 

 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan 

dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung. 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 05 

Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat 

Nomor 06 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja 

Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 

Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Nomor 4438); 

 

 

SALINAN 



 

 
3. 

 

 

 
 

4. 

 
 

 

 
5. 

 

 
 

 

 

6. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

7. 

 
 

 

 
 

8. 

 
 

 

 
 

9. 

 
 

 

 

 
10. 

 

 
 

 

 

 

 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
 

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4619); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 

2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
 

 

 



 

 
11. 

 

 

 

12. 

 

 
 

 

 
13. 

 

 
 

 

14. 

 
 

15. 

 
 

 

 
 

 

 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 

Daerah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-

1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI 

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar 

Lampung. 

3. Wali Kota adalah Walikota Bandar Lampung. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada 

Pemerintah Kota Bandar Lampung selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang yang bertanggung jawab 

kepada Wali Kota Bandar Lampung. 

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah 
pada Pemerintah Kota Bandar Lampung selaku 

pengguna anggaran/pengguna barang yang juga 

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan 



bertanggung jawab kepada Wali Kota Bandar 

Lampung. 

6. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, 

pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran 

transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, 

serta penginterpretasian atas hasilnya. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

8. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai 

dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai 

akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan 

dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun 

masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, 
termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan 

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan 

sejarah dan budaya. 

9. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai 

masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk 

digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam 
kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum. 

10. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui 
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 

transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau 

dibayar. 

11. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui 

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 

kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

12. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih 

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang 
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

pemerintah daerah. 

13. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau 
potensi jasa dalam periode pelaporan yang 

menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran 

atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 

14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk 

menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif 

besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun 

anggaran. 

15. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah 

yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban 

pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. 



16. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan daerah 

pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib 
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan 

keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

17. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah 

yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau 
entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

18. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk 

memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, 

dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat 
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

rangka pelayanan kepada masyarakat. 

19. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank 
yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai 

kegiatan pemerintahan daerah. 

20. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah 

yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung 
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 

pengeluaran daerah. 

21. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-

praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas 

pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan. 

22. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa 

masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran 

keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. 

23. Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang 

mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. 

24. Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang 
mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga 

perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian 

disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas 
kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima 

investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan 

awal investasi. 

25. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang 

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang 

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran 
berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah 

daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit 

atau memanfaatkan surplus anggaran. 

26. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening 

Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran 

Lebih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah 



dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah 

daerah. 

 

27. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang 

diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar 

kembali. 

28. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai 

suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable 
assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. 

29. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang 

atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk 
mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah 

dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual 

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat. 

30. Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan 

pada lembar muka laporan keuangan. 

31. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau 
beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau 

transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak 

diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar 

kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. 

32. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
Walikota untuk menampung seluruh penerimaan 

daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah 

pada bank yang ditetapkan. 

33. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang 
berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun 

anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta 

penyesuaian lain yang diperkenankan. 

34. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat 

likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas 

dari risiko perubahan nilai yang signifikan. 

35. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 

(SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara 

realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta 
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD 

selama satu periode pelaporan. 

36. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya 

disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah. 

37. Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang 
antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu 

periode pelaporan. 



38. Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-

LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah 
diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non 

operasional dan pos luar biasa. 

39. Tanggal Pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari 

suatu periode pelaporan. 

40. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari 

suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan 

lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 
 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasal 2 

 

Maksud disusun dan diterbitkannya Sistem Akuntansi ini 
adalah untuk mewujudkan pengelolaan dan pelaporan 

keuangan di lingkungan pemerintah kota yang tertib, 

efisien, ekonomis, efektif, transparan dan tepat waktu. 

 
Pasal 3 

 

Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota bertujuan 
untuk memberikan pedoman penyusunan laporan 

keuangan bagi pemerintah kota dalam rangka memenuhi 

pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan yang 
dimaksud harus disajikan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) atau prinsip-prinsip 

akuntansi yang diterima umum, termasuk ketentuan yang 
berlaku bagi SKPD dan SKPKD dalam melaksanakan 

sistem dan prosedur akuntansi berbasis akrual. 

 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

 
(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota disajikan dengan 

sistematika sebagai berikut : 

1.  Pendahuluan; 
2.  Gambaran Umum; 

3.  Sistem Akuntansi di SKPD; 

4.  Sistem Akuntansi di PPKD; dan 
5.  Sistem Akuntansi Konsolidasi. 

 

(2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran dan 

Lampiran Tabel yang merupakan bagian tak terpisahkan 

dari Peraturan ini. 

 
BAB IV 

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN 

BAGAN AKUN STANDAR 
Pasal 5 

 



(1) Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menjadi 

acuan dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Kota 
adalah SAP sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 serta 

menggunakan Bagan Akun Standar sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023; 
 

(2) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan 

keuangan pemerintah kota adalah basis akrual, 
sedangkan untuk pengakuan pendapatan-LRA, 

belanja dan pembiayaan menggunakan basis kas. 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

 
Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan 

Wali Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2015 

Tanggal 20 Maret 2015 tentang Sistem Akuntansi 
Pemerintah Kota Bandar Lampung dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku lagi.  

 
Pasal 7 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Kota Bandar Lampung. 
 

Ditetapkan di Bandar Lampung 

pada tanggal 25 September 2023 

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,  

 

                   Cap/dto 

 
EVA DWIANA 

 

 
Diundangkan di Bandar Lampung 

pada tanggal 25 September 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  

 

                                Cap/dto 
 

IWAN GUNAWAN 

 
BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 30 

 


